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 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Janggan memiliki 
potensi ekonomi yang signifikan, namun masih mengalami berbagai 
tantangan dalam pengembangan aktivitasnya, terutama yang berkaitan 
dengan legalitas usaha, adopsi sistem pembayaran digital, dan strategi 
pemasaran produk. Mayoritas pelaku UMKM belum mendapatkan izin usaha 
resmi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), belum memanfaatkan atau 
menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran digital, serta belum 
memiliki identitas merek (branding) yang dapat meningkatkan daya saing 
produk di pasar. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui metode 
pendampingan langsung yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu tahap 
sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha, pendampingan 
pengurusan perizinan usaha, pelatihan dan pendaftaran QRIS sebagai 
sarana digitalisasi transaksi, serta pendampingan penguatan branding 
produk melalui perbaikan desain kemasan dan logo. Hasil dari pelaksanaan 
program menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai 
pentingnya legalitas usaha, dengan capaian keberhasilan pendaftaran NIB 
sebesar 50%, adopsi QRIS sebagai alternatif pembayaran nontunai sebesar 
75%, serta redesain kemasan dan identitas merek yang mencapai 100% dari 
total UMKM dampingan. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap 
peningkatan daya saing dan kesiapan UMKM Desa Janggan dalam 
menghadapi transformasi digital dan pasar yang lebih luas. Dengan 
demikian, pendampingan legalitas usaha, digitalisasi QRIS, dan penguatan 
branding produk terbukti menjadi langkah strategis dan efektif dalam 
meningkatkan keberlanjutan serta daya saing UMKM di tingkat desa. 
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PENDAHULUAN  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diartikan sebagai fondasi utama 
perekonomian Indonesia. Menurut informasi data dari Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Sektor UMKM memberikan kontribusi 
sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara yang setara dengan 
Rp9.580 triliun, serta menyerap hampir 97% keseluruhan tenaga kerja di indonesia. 
Peran yang signifikan ini UMKM sebagai penggerak utama ekonomi rakyat, termasuk di 
wilayah perdesaan seperti Desa Janggan. Meskipun demikian, potensi ekonomi yang 
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besar ini belum sepenuhnya diimbangi oleh tingkat kematangan usaha yang memadai, 
khususnya pada aspek legalitas usaha, adopsi teknologi pembayaran digital, dan 
penguatan identitas merek (branding) produk (Nurul, 2023). 

Desa Janggan memiliki sejumlah pelaku UMKM yang aktif pada berbagai sub-
sektor, mulai dari produk makanan, hasil pertanian, hasil peternakan, hingga produk 
kerajinan rumah tangga. Secara kuantitatif, hasil dari observasi awal dan pemetaan 
kebutuhan yang dilakukan tim pelaksana menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM 
di Desa Janggan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas 
formal usaha, belum menerapkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) 
sebagai sarana pembayaran nontunai, dan juga belum memiliki identitas visual produk 
(seperti pembuatan logo dan kemasan) yang representatif dan menarik untuk bersaing 
di pasar yang lebih luas. Situasi wilayah Desa Janggan yang memiliki kemungkinan 
potensi produk lokal dan akses pasar yang terus meningkat menjadikan ketiga aspek 
tersebut sebagai peluang sekaligus syarat penting untuk kelangsungan usaha di masa 
mendatang (Aminullah et al., 2022). 

Masalah keterbatasan legalitas usaha bukan fenomena yang unik terjadi di Desa 
Janggan, namun tantangan struktural mendasar yang banyak ditemukan pada UMKM di 
berbagai wilayah Indonesia. Nomor Induk Berusaha (NIB) Adalah elemen krusial dalam 
legalitas usaha yang dapat memberikan kemudahan akses UMKM terhadap perizinan, 
pendanaan, serta program pemerintah, tetapi masih banyak pelaku usaha yang belum 
memiliki pemahaman dan akses yang memadai terhadap proses pengurusannya melalui 
sistem Online Single Submission (OSS) (Diawati, 2025). Studi pendampingan yang 
serupa yang dilakukan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil di sektor logam maupun 
sektor jasa menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada kompleksitas 
regulasi, melainkan pada rendahnya literasi digital dan kurangnya pendampingan 
teknis dalam pengisian sistem OSS(Fauziah, 2025). Pendampingan legalitas usaha 
terkait yang dilakukan secara bertahap terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran 
hukum sekaligus mempercepat proses penerbitan NIB bagi pelaku usaha (Iskandar, 
2023). Pola pendampingan gabungan antara legalitas usaha dan penguatan identitas 
merek pada UMKM perdesaan lain turut menunjukkan hasil yang saling memperkuat 
(Hidayat & Herian, 2025), sebagaimana juga ditemukan pada sosialisasi legalitas usaha 
di tengah upaya pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi(Rizky, 2023). Pada 
tataran regulasi yang lebih luas, kompleksitas perizinan usaha mikro dan kecil di 
Indonesia masih memerlukan reformasi kebijakan yang lebih ramah bagi pelaku 
UMKM(Pengabdian & Masyarakat, 2023). 

Pada sisi digitalisasi transaksi, penerapan QRIS oleh pelaku UMKM juga masih 
dihadapkan pada berbagai tantangan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 
penggunaan QRIS dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan produktivitas disektor 
usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama dalam mempermudah pencatatan 
penjualan dan memperluas metode pembayaran nontunai (Jose, 2023). Walaupun 
begitu, niat pelaku usaha untuk benar-benar menerapakan QRIS sangat dipengaruhi 
oleh pandangan mengenai kemudahan dan kebermanfaatan sebagaimana dijelaskan 
dalam kerangka Technology Acceptance Model(Ali, 2024). Hambatan seperti rendahnya 
literasi digital, kurangnya pemahaman prosedur teknis, serta kekhawatiran terhadap 
biaya layanan turut menjadi determinan penting yang memengaruhi keputusan UMKM 
dalam mengimplementasikan pembayaran digital berbasis QRIS (Asnaini, 2022). Studi 
lintas negara turut mengonfirmasi bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan 
pengetahuan pengguna menjadi determinan utama adopsi QRIS, baik di Indonesia 
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maupun Malaysia (Eleazar & Nurul, 2025), sementara kajian pada UMKM perkotaan dan 
pedesaan menegaskan bahwa integrasi sistem pembayaran berbasis kode QR mampu 
menjadi solusi transaksi nontunai yang inklusif bagi negara berkembang(Dwiatma & 
Nuryakin, 2025). Menariknya, penelitian pada konteks pembayaran digital berbasis 
kode QR di ritel juga menemukan bahwa citra merek (brand image) turut memoderasi 
niat penggunaan berkelanjutan layanan tersebut (Sholihah & Nurhapsari, 2023), sebuah 
temuan yang relevan dengan kegiatan pengabdian ini karena mengindikasikan 
keterkaitan antara adopsi QRIS dan penguatan identitas merek UMKM sebagai dua 
aspek yang dapat saling memperkuat. Lebih jauh, kepemilikan legalitas usaha berupa 
NIB pada praktiknya turut menjadi prasyarat administratif dalam proses verifikasi 
kelayakan merchant QRIS, karena penyedia jasa sistem pembayaran umumnya 
mensyaratkan identitas usaha yang sah sebagai dasar pembukaan akun merchant, 
sehingga ketiadaan NIB secara langsung memperlambat dan menghambat proses 
pendaftaran serta perluasan adopsi QRIS di kalangan pelaku UMKM(Santika, 2024). 

Ketiga aspek yang menjadi fokus kegiatan pengabdian ini pada dasarnya tidak 
berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan secara kausal dalam membentuk 
kesiapan UMKM menghadapi pasar yang lebih formal dan kompetitif. Kepemilikan NIB 
sebagai dasar legalitas usaha berfungsi sebagai prasyarat yang mempermudah proses 
verifikasi kelayakan merchant QRIS, sehingga pelaku UMKM yang telah memiliki 
legalitas usaha cenderung lebih mudah dan lebih cepat dalam proses pendaftaran serta 
pengaktifan QRIS dibandingkan dengan pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Di sisi 
lain, legalitas usaha yang sah juga berfungsi sebagai sinyal kepercayaan (trust signal) 
bagi mitra distribusi maupun platform pasar modern dan digital dalam menerima 
produk UMKM, sehingga penguatan identitas merek melalui perbaikan logo dan 
kemasan akan memberikan dampak yang lebih optimal apabila didukung oleh status 
usaha yang legal serta sistem pembayaran yang telah terdigitalisasi. Dengan demikian, 
keterkaitan antara legalitas usaha, digitalisasi QRIS, dan penguatan branding produk 
membentuk satu rangkaian prasyarat yang saling menguatkan dalam mendorong 
kesiapan UMKM Desa Janggan untuk mengakses pasar yang lebih luas dan 
formal(Riwanto et al., 2024). 

Selain legalitas dan digitalisasi pembayaran, penguatan branding produk melalui 
perbaikan logo dan desain kemasan juga menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM 
perdesaan. Identitas visual produk, termasuk logo dan desain kemasan yang informatif 
serta konsisten, tidak hanya berfungsi sebagai pembeda antarproduk, tetapi juga 
berperan penting dalam membentuk persepsi kualitas (perceived quality) produk di 
mata konsumen, yang pada gilirannya turut memengaruhi minat beli, terutama pada 
segmen konsumen pasar modern dan konsumen digital yang cenderung mengandalkan 
tampilan visual sebagai indikator awal kepercayaan terhadap suatu produk (Ernawati, 
2023). Dalam konteks ekosistem social-commerce yang terus berkembang, kemasan 
dan logo yang representatif menjadi elemen krusial dalam mendukung visibilitas 
produk pada platform digital, karena tampilan visual merupakan titik kontak pertama 
antara produk UMKM dengan calon pembeli sebelum interaksi transaksi berlangsung. 
Kepemilikan identitas merek yang profesional juga memudahkan UMKM dalam 
melakukan penetrasi ke pasar modern, seperti minimarket maupun marketplace daring, 
yang umumnya menetapkan standar kemasan dan pelabelan tertentu sebagai syarat 
kerja sama distribusi. Pendampingan penguatan branding dan pengemasan yang 
dilakukan pada UMKM di beberapa desa menunjukkan hasil berupa peningkatan 
kualitas identitas visual produk serta daya saing di pasar yang lebih luas (Aisyah et al., 
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2023). Pendekatan berbasis pemetaan rantai nilai dan penguatan branding pada klaster 
UMKM perdesaan lain turut terbukti mampu meningkatkan keunggulan kompetitif 
produk lokal (Putrevu, n.d.). 

Sejumlah upaya pemberdayaan UMKM yang menggabungkan lebih dari satu 
aspek pendampingan sekaligus telah dilakukan oleh pihak lain di berbagai wilayah. 
Pendampingan yang mengintegrasikan aspek legalitas, branding, dan pemasaran pada 
UMKM di Desa Bugel menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif lebih efektif 
dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dibandingkan pendampingan pada 
satu aspek saja (Burhanudin, 2025). Pola serupa juga ditemukan pada program 
pendampingan komprehensif UMKM di Kota Bandar Lampung yang memadukan 
legalitas usaha dengan literasi keuangan (Purnamasari, 2025). Pada tingkat ekosistem, 
penguatan komponen digital UMKM secara interaktif menjadi prasyarat penting bagi 
terciptanya ekonomi digital yang inklusif di Indonesia (Oktaviani, 2024), sebagaimana 
ditunjukkan pula oleh studi pada desa digital di wilayah perdesaan yang menemukan 
bahwa literasi dan komunikasi digital secara signifikan meningkatkan kapasitas UMKM 
dalam memanfaatkan platform pemasaran daring (Noraga, 2023), termasuk dalam 
mendorong keterlibatan kelompok usaha yang selama ini kurang terwakili, seperti 
perempuan pelaku usaha (Ahmed, 2025). Dari perspektif yang lebih luas, penguatan 
literasi dan inklusi keuangan berbasis fintech juga terbukti menjadi faktor pendukung 
keberlanjutan performa UMKM (Noer, 2023), Sehingga ketiga aspek pendampingan 
dalam kegiatan ini turut dapat dipandang sebagai bagian dari penguatan kapasitas 
ekonomi digital UMKM secara menyeluruh. Merujuk pada temuan tersebut, kegiatan 
pengabdian ini dirancang sebagai hilirisasi dari hasil pemetaan kebutuhan dan kajian 
awal tim pelaksana terhadap kondisi riil UMKM di Desa Janggan, dengan 
mengintegrasikan tiga aspek sekaligus, yaitu pendampingan legalitas usaha (NIB), 
digitalisasi QRIS, dan penguatan branding produk, sehingga intervensi yang diberikan 
lebih menyeluruh dan berkelanjutan(Natsir, 2023). 

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam kegiatan 
pengabdian ini meliputi: (1) masih rendahnya pemahaman dan kepemilikan legalitas 
usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku UMKM Desa Janggan; 
(2) belum optimalnya adopsi QRIS sebagai sarana digitalisasi transaksi pembayaran 
nontunai pada UMKM Desa Janggan; dan (3) belum tersedianya identitas usaha yang 
mampu meningkatkan daya saing produk UMKM Desa Janggan di pasar yang lebih luas. 

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman dan 
mendampingi pelaku UMKM Desa Janggan dalam pengurusan legalitas usaha melalui 
penerbitan NIB; (2) meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam mengadopsi QRIS 
sebagai sarana digitalisasi transaksi pembayaran; dan (3) memperkuat identitas merek 
(branding) produk UMKM melalui perbaikan identitas usaha, sehingga secara 
keseluruhan mampu mendorong peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha 
UMKM Desa Janggan. 

 
METODE KEGIATAN   

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendampingan langsung 
(participatory action assistance) yang melibatkan pelaku UMKM di Desa Janggan 
sebagai mitra sasaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui limapernya tahap 
utama, yaitu (1) persiapan dan pemetaan kebutuhan, (2) sosialisasi dan 
pendampingan legalitas usaha (NIB), (3) pelatihan dan pendampingan pendaftaran 
QRIS, (4) pendampingan penguatan branding produk melalui perbaikan identitas 
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usaha dengan pembuatan banner, logo, dan kemasan produk. Serta (5) evaluasi dan 
monitoring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahap persiapan diawali dengan survei awal atau observasi UMKM dan 

wawancara terhadap pelaku UMKM Desa Janggan untuk memetakan jumlah unit 
usaha, jenis produk, serta kondisi legalitas, penggunaan sistem pembayaran, dan 
identitas merek yang dimiliki. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, penentuan 
UMKM mitra sasaran dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan 
kriteria inklusi, yaitu: (1) usaha telah berjalan aktif minimal satu tahun dan memiliki 
produk yang dipasarkan secara rutin; (2) pelaku usaha bersedia berpartisipasi aktif 
dan mengikuti seluruh rangkaian tahapan pendampingan hingga selesai; serta (3) 
UMKM belum memiliki salah satu atau seluruh dari tiga aspek yang menjadi fokus 
program, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), akun merchant QRIS, dan identitas 
visual produk (logo/kemasan) yang layak, sehingga berpotensi memperoleh manfaat 
langsung dari kegiatan pendampingan. Adapun kriteria eksklusi diterapkan pada 
UMKM yang telah memiliki NIB, QRIS, dan identitas merek yang lengkap, serta UMKM 
yang menyatakan tidak bersedia mengikuti kegiatan secara berkelanjutan. 
Berdasarkan kriteria tersebut, dari total populasi UMKM yang teridentifikasi pada 
tahap pemetaan awal di Desa Janggan, ditetapkan 20 UMKM yang memenuhi kriteria 
sebagai mitra sasaran, dan hasil pemetaan kebutuhan masing-masing mitra 
selanjutnya menjadi dasar penyusunan materi pendampingan yang sesuai dengan 
kondisi riil di lapangan. 

Tahap kedua berupa sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha, 
dilaksanakan melalui penyuluhan mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) 
bagi keberlangsungan dan akses permodalan usaha, dilanjutkan dengan 
pendampingan teknis pengisian data pelaku usaha, hingga penerbitan NIB.  

Tahap ketiga dilanjutkan berupa pelatihan dan pendampingan digitalisasi 
transaksi melalui QRIS, meliputi edukasi manfaat pembayaran nontunai, 
pendampingan pendaftaran akun merchant QRIS, serta simulasi penggunaan QRIS 
dalam transaksi harian pelaku usaha. 

Tahap keempat pendampingan penguatan branding produk, mencakup 
pelatihan dasar desain kemasan dan logo, pendampingan pembuatan ulang (redesain) 
kemasan dan logo produk unggulan UMKM mitra, serta diskusi terarah mengenai 
strategi penguatan identitas merek dan usaha terdaftar di Google Maps untuk 
memperluas jangkauan pasar. 

Tahap kelima merupakan evaluasi dan monitoring untuk mengukur 
keberhasilan kegiatan pendampingan. Evaluasi dilakukan melalui observasi, 
wawancara, serta penilaian terhadap capaian program, meliputi jumlah UMKM yang 
berhasil memperoleh NIB, mengaktifkan QRIS, terdaftar di Google Maps, dan memiliki 
identitas usaha berupa logo, kemasan, maupun banner. Hasil evaluasi digunakan 
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sebagai dasar perbaikan dan keberlanjutan program pengembangan UMKM di Desa 
Janggan. 

Keberhasilan kegiatan diukur menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif 
dan kualitatif. Secara kuantitatif, keberhasilan dilihat dari jumlah UMKM yang berhasil 
memperoleh NIB, mengaktifkan QRIS, terdaftar di Google Maps, serta memiliki logo, 
kemasan, dan banner baru hasil pendampingan. Secara kualitatif, data dikumpulkan 
melalui dua instrumen utama, yaitu kuesioner pemahaman (pre-test dan post-test) 
serta pedoman wawancara semiterstruktur. Kuesioner pemahaman terdiri atas 10 
pernyataan tertutup dengan skala Likert 1-4 (1: tidak paham, 2: kurang paham, 3: 
cukup paham, 4: sangat paham) yang mencakup tiga indikator, yaitu pemahaman 
prosedur dan manfaat NIB, pemahaman mekanisme dan manfaat QRIS, serta 
pemahaman pentingnya identitas visual (branding) produk; kuesioner ini diisi oleh 
peserta pada awal kegiatan (pre-test) dan pada akhir seluruh rangkaian 
pendampingan (post-test), dan selisih rerata skor pre-test dan post-test digunakan 
sebagai indikator kuantitatif atas peningkatan pemahaman pelaku UMKM. Adapun 
pedoman wawancara semiterstruktur digunakan untuk menggali secara mendalam 
kendala yang dihadapi, respons, serta perubahan sikap dan kebiasaan pelaku UMKM 
dalam memanfaatkan layanan digital dan penguatan identitas usaha, yang tidak 
sepenuhnya dapat ditangkap melalui kuesioner. Tingkat ketercapaian kegiatan 
ditinjau dari meningkatnya pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas, digitalisasi, 
dan branding sebagaimana tercermin dari hasil pre-test dan post-test, perubahan 
kebiasaan dalam memanfaatkan layanan digital, serta meningkatnya daya tarik dan 
daya saing produk sebagai dampak dari penguatan identitas usaha. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN   

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan melalui tiga tahap pendampingan telah 
memberikan perubahan nyata bagi pelaku UMKM Desa Janggan, baik pada aspek 
legalitas usaha, adopsi teknologi pembayaran digital, maupun identitas merek produk. 
Perubahan tersebut tercermin dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai 
pentingnya legalitas usaha, bertambahnya jumlah UMKM yang memiliki Nomor Induk 
Berusaha (NIB), mulai diadopsinya QRIS sebagai alternatif pembayaran nontunai, serta 
perbaikan tampilan kemasan dan logo produk yang lebih menarik dan profesional. Pada 
tahap sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha, hasil observasi dan wawancara 
menunjukkan bahwa sebelum pendampingan sebagian besar pelaku UMKM belum 
memahami prosedur maupun manfaat kepemilikan NIB. Setelah mengikuti sosialisasi 
dan pendampingan, pelaku UMKM mampu memahami proses pengurusan NIB serta 
berhasil menyelesaikan pendaftaran usahanya. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian 
(Danil, 2024) yang menyatakan bahwa pendampingan legalitas usaha mampu 
mempercepat penerbitan NIB sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku UMKM 
terhadap pentingnya legalitas usaha. 

Tabel 1. Capaian Kegiatan Pendampingan UMKM Desa Janggan 

No Aspek Pendampingan 
Jumlah UMKM 

Peserta 
Capaian Utama 

1 Legalitas usaha (NIB)             20 10 UMKM (50%) berhasil mendaftarkan 
NIB 

2 Digitalisasi QRIS             20 15 UMKM (75%) berhasil mendaftarkan 
QRIS 

3 Penguatan branding 
produk 

            20 20 produk (100%) memiliki logo dan 
kemasan 
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Gambar 2. (a) Pendampingan pendaftaran QRIS Merchant;  
(b) Penyerahan cetak lembar NIB kepada mitra UMKM 

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan di bidang legalitas usaha, QRIS, serta 
branding produk terbukti membawa pengaruh positif bagi perkembangan UMKM di 
Desa Janggan. Setelah kegiatan berlangsung, pelaku UMKM menunjukkan pemahaman 
yang lebih baik mengenai arti penting legalitas usaha, transaksi digital, dan penguatan 
identitas merek dalam upaya memperkuat daya saing usaha mereka. Pada aspek 
legalitas, pendampingan yang diberikan berhasil mendorong peningkatan jumlah 
UMKM yang telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara itu, pada 
aspek QRIS, sejumlah pelaku usaha telah berhasil mengaktifkan dan menggunakan 
QRIS sebagai salah satu alternatif metode pembayaran nontunai. Temuan ini 
memperkuat pandangan bahwa pendampingan legalitas dapat meningkatkan 
kepemilikan NIB pada pelaku usaha, serta bahwa penerapan QRIS mampu mendorong 
efisiensi transaksi dan produktivitas UMKM secara umum. 

Meskipun demikian, capaian pendaftaran NIB yang baru mencapai 50% (10 dari 
20 UMKM) menunjukkan bahwa separuh mitra belum berhasil menuntaskan proses 
legalitas usaha hingga akhir program. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, 
teridentifikasi tiga hambatan teknis utama yang dihadapi oleh 10 UMKM yang belum 
menyelesaikan pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). 
Pertama, keterbatasan akses dan kestabilan jaringan internet di beberapa titik lokasi 
usaha menyebabkan proses pengisian data pada laman OSS kerap terputus di tengah 
proses sehingga harus diulang dari awal. Kedua, rendahnya literasi digital sebagian 
pelaku usaha, terutama pelaku usaha berusia lebih tua, menyulitkan mereka 
memahami istilah teknis serta tahapan input data pada sistem OSS, seperti pengisian 
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan kelengkapan dokumen 
kependudukan digital. Ketiga, keterbatasan waktu pelaku usaha yang harus tetap 
menjalankan operasional usaha hariannya menyebabkan proses pendampingan 
pengisian data tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu kali kunjungan dan 
memerlukan beberapa sesi lanjutan yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi hingga 
periode kegiatan berakhir. Ketiga hambatan tersebut sejalan dengan temuan 
Wahyudin (2024), yang menyatakan bahwa kendala utama pendaftaran NIB pada 
pelaku usaha mikro dan kecil bukan terletak pada kompleksitas regulasi, melainkan 
pada rendahnya literasi digital dan keterbatasan pendampingan teknis, serta 
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konsisten dengan studi Hidayat (2025) yang mengidentifikasi keterbatasan 
infrastruktur digital dan literasi teknologi sebagai hambatan utama transformasi 
digital UMKM baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Dengan demikian, 10 
UMKM yang belum menuntaskan pendaftaran NIB pada akhir kegiatan diarahkan 
untuk memperoleh pendampingan lanjutan pada periode berikutnya agar target 
legalitas usaha dapat tercapai secara menyeluruh. 

Pada tahap penguatan branding, fokus kegiatan diarahkan pada pembuatan serta 
penyempurnaan logo, desain kemasan, dan banner usaha sebagai bagian dari identitas 
visual produk. Hasil dari pendampingan ini memperlihatkan bahwa tampilan produk 
UMKM menjadi lebih menarik, informatif, dan profesional, sehingga berpotensi 
menumbuhkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas jangkauan pemasaran. 
Perbaikan pada sisi identitas visual ini turut memberikan nilai tambah bagi produk 
dan berkontribusi pada peningkatan daya saing UMKM di tengah ketatnya persaingan 
pasar. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa logo dan kemasan memegang peran 
penting dalam membentuk citra merek serta menumbuhkan minat beli konsumen, 
dan bahwa pendampingan branding secara umum mampu meningkatkan kualitas 
identitas visual sekaligus memperkuat posisi produk UMKM di pasar. 

Pengukuran keberhasilan kegiatan sejauh ini masih berhenti pada tingkat 
keluaran (output), yaitu kepemilikan NIB, aktivasi akun merchant QRIS, serta identitas 
visual produk yang baru. Untuk melengkapi gambaran dampak pada tingkat hasil 
(outcome), tim pelaksana menggali tanggapan awal mitra UMKM melalui wawancara 
pasca kegiatan. Sebagian mitra yang telah mengaktifkan QRIS menyampaikan bahwa 
metode pembayaran nontunai tersebut mulai diminati konsumen, khususnya 
konsumen usia muda dan konsumen yang tidak membawa uang tunai, sehingga 
transaksi yang sebelumnya berisiko batal karena keterbatasan uang tunai kini tetap 
dapat terjadi; beberapa mitra bahkan mengaku merasakan kecenderungan 
peningkatan frekuensi transaksi harian, meskipun besarannya belum dapat 
dikuantifikasi secara pasti dalam angka omset karena keterbatasan pencatatan 
keuangan usaha. Pada aspek branding, mitra yang produknya telah melalui redesain 
kemasan dan logo mengungkapkan bahwa tanggapan awal konsumen cenderung 
positif, ditandai dengan sejumlah konsumen yang menilai produk terlihat lebih 
menarik dan lebih dipercaya dibandingkan kemasan sebelumnya, serta munculnya 
minat dari beberapa calon mitra distribusi skala kecil, seperti warung dan toko 
sembako di sekitar lokasi usaha, untuk memasarkan produk dengan kemasan baru 
tersebut. Temuan ini masih bersifat persepsi awal dan belum didukung data penjualan 
yang terukur, namun mengindikasikan arah perubahan positif pada tingkat hasil 
(outcome) usaha, sekaligus menjadi dasar bagi pengukuran dampak bisnis secara 
lebih kuantitatif, seperti pemantauan omset dan volume transaksi, pada kegiatan 
pendampingan lanjutan. Kehati-hatian dalam menggeneralisasi temuan ini sejalan 
dengan studi Sholikhah, (2023) yang menunjukkan bahwa dampak QRIS terhadap 
omset UMKM bervariasi menurut skala usaha dan sektor, sehingga pengukuran yang 
lebih terukur pada periode berikutnya menjadi penting. 

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pendampingan ini berhasil 
meningkatkan kapasitas pelaku UMKM pada tiga aspek utama, yaitu legalitas usaha, 
digitalisasi transaksi, dan branding produk. Keberhasilan ini tercermin dari 
bertambahnya jumlah UMKM yang telah memiliki NIB, yang telah menggunakan QRIS, 
serta yang kini memiliki identitas usaha lebih profesional melalui logo, kemasan, dan 
banner. Meski demikian, pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari sejumlah kendala, 
seperti terbatasnya jaringan internet, keterbatasan perangkat digital, serta 
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terbatasnya waktu yang dimiliki pelaku usaha, sehingga belum semua peserta dapat 
menuntaskan seluruh tahapan pendampingan. Oleh sebab itu, diperlukan tindak lanjut 
berupa pendampingan lanjutan yang berfokus pada pemasaran digital melalui media 
sosial dan marketplace, pendampingan sertifikasi usaha, serta pemantauan yang 
dilakukan secara berkala agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan. 
Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendampingan yang memadukan aspek 
legalitas, digitalisasi, dan branding secara bersamaan akan memberikan dampak yang 
lebih optimal bagi pengembangan UMKM dibandingkan pendampingan yang hanya 
berfokus pada satu aspek saja. 

 
 

KESIMPULAN   
Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Janggan melalui pendekatan 

pendampingan langsung yang mengintegrasikan tiga aspek, yaitu legalitas usaha, 
digitalisasi QRIS, dan penguatan branding produk, telah memberikan hasil yang nyata 
bagi peningkatan kapasitas pelaku UMKM setempat. Dari 20 UMKM peserta, sebanyak 
10 UMKM (50%) berhasil mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), 15 UMKM 
(75%) berhasil mengaktifkan QRIS sebagai alternatif pembayaran nontunai, dan 
seluruh 20 produk (100%) telah memiliki logo maupun kemasan baru yang lebih 
menarik dan profesional, yang secara keseluruhan mencerminkan peningkatan 
pemahaman, kesiapan digital, dan daya saing UMKM Desa Janggan. Kelebihan utama 
dari kegiatan ini terletak pada pendekatan yang bersifat komprehensif dan 
terintegrasi, yang menyasar tiga aspek pengembangan usaha sekaligus sehingga 
dampak yang dihasilkan lebih menyeluruh dibandingkan pendampingan yang hanya 
berfokus pada satu aspek, serta pada metode pendampingan langsung yang 
memungkinkan pelaku UMKM memperoleh pemahaman praktis dan hasil yang dapat 
langsung dirasakan. 

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, antara 
lain belum seluruh peserta menuntaskan seluruh tahapan pendampingan akibat 
kendala jaringan internet, keterbatasan perangkat digital, dan terbatasnya waktu yang 
dimiliki pelaku usaha, sehingga capaian pada aspek legalitas usaha, meskipun 
meningkat, masih berada pada angka separuh dari jumlah peserta; cakupan kegiatan 
yang terbatas pada satu desa serta jangka waktu pelaksanaan yang relatif singkat 
turut membatasi generalisasi hasil yang diperoleh. Sebagai tindak lanjut, kegiatan 
pengabdian serupa perlu dikembangkan dengan memperluas pendampingan pada 
aspek pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace, pendampingan 
sertifikasi usaha, serta pemantauan berkala secara berkelanjutan agar seluruh pelaku 
UMKM, termasuk yang belum menyelesaikan tahapan legalitas maupun digitalisasi, 
dapat memperoleh pendampingan lanjutan; perluasan sasaran kegiatan ke desa-desa 
lain dan penggunaan metode evaluasi yang lebih terukur secara kuantitatif juga dapat 
menjadi arah pengembangan program pemberdayaan UMKM berbasis desa pada 
penelitian maupun pengabdian mendatang. Dari sisi kebijakan, keberlanjutan hasil 
pendampingan ini sangat bergantung pada dukungan aktif Pemerintah Desa Janggan, 
sehingga direkomendasikan agar Pemerintah Desa membentuk posko pendampingan 
UMKM desa sebagai pusat layanan berkelanjutan untuk konsultasi legalitas usaha, 
pendaftaran dan pemeliharaan akun QRIS, serta pendampingan branding dan 
pemasaran digital, dengan melibatkan kader desa maupun pendamping lokal yang 
telah dilatih selama program berlangsung. Dukungan kebijakan berupa alokasi 
anggaran dana desa untuk program pemberdayaan UMKM, integrasi data legalitas 
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usaha ke dalam sistem informasi desa, serta kemitraan berkelanjutan dengan 
perguruan tinggi dan dinas terkait juga diperlukan agar capaian program tidak 
berhenti pada tahap proyek pengabdian, melainkan terlembagakan sebagai bagian 
dari tata kelola ekonomi desa yang berkelanjutan (Lestari et al., 2026). Dukungan 
kebijakan semacam ini sejalan dengan kajian lintas negara yang menegaskan bahwa 
keberlanjutan adopsi pembayaran digital pada usaha mikro dan kecil di negara 
berkembang sangat bergantung pada intervensi kebijakan yang konsisten dari level 
lokal hingga nasional (Putrevu & Mertzanis, 2024).  

 
Pernyataan mengenai Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI). 

Penggunaan AI dalam proses penyusunan artikel ini bersifat terbatas dan 
memiliki fungsi sebagai alat bantu dalam pengelolaan bahasa, pengaturan structural 
kalimat, pemeriksaan tata kalimat, dan menyunting untuk meningkatkan keterbacaan 
dan kejelasan naskah. Pemanfaatan AI tidak mengganti proses pengumpulan 
informasi, pelaksanaan kegiatan, analisis hasil, dan dalam pengambilan Keputusan 
yang telah dilakukan oleh penulis. Secara keseluruhan baik dari informasi, data, hasil 
diskusi, dan referensi yang telah ditinjau dan di verifikasi oleh penulis. Penulis 
memiliki tanggung jawab penuh terhadap keaslian, ketepatan, integritas, dan 
keseluruhan konten akademis dalam artikel ini. Penulis mengungkapkan bahwa tidak 
ada potensi benturan kepentingan dalam aspek finansial, pribadi, ataupun Lembaga 
yang mempu memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian 
kepada Masyarakat atau dalam proses penulisan dan penerbitan artikel ini. Semua 
kegiatan pendampingan telah dilakukan semata-mata untuk memperkuat dan 
memberikan peningkatan kemampuan pada pelaku UMKM yang ada di Desa Janggan. 
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